
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARANOMOR 9 TAHUN 2012 TETVTATVC TATA KBNJE TUHA PEUT DALAMKABUPATEN ACEH UTARA

DENGANNAMA.AL#.ff iL^#Iiff H}IffiEtrTIX,MAHAPEI{YAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. b-ahya pengaturan tata kerja tuha peut dalam KabupatenAceh utara sebagaimana y*g telah ditetapkan d;"g;;Peraturan Bupati Aceh utara Nomor 9 Tahun 2or2 tentlngTata Kerja Trrha peut dalam Kabupate" n".t, Utara terjadTperubahan sehubungan belum mengatur tentangpersyaratan dan- masa pergantian antar *u.=ktr, serta ag;terciptanya tertib adminisirasi dan tertib hukum *it 
"leratgran Bupati Aceh utara Nomor 9 Tahun 2ot2 tentang

Tata Kerja TUha peut dalam Kabupaten Aceh utara pertri
disesuaikan kembali;

b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh
utara tentang Perubahan atas peraturan Bupati Aceh utara
Nomor 9 Tahun 2ol2 tentang Tata Kerja T\rha peut Dalam
Kabupaten Aceh Utara ;

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 ttHUN 201e

TENTANG

1. undang-undang Darurat Nomor T Tahun 19s6 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalari
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
LOe2l;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor LT2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Repubrik Indonesii
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a6S3);

Mengingat



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s4e5);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15
Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O14 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717\;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11O Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pemerintahan Gampong (l,embaran Daerah Aceh Utara
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah Aceh
Utara Nomor 26);

9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2Ol2 tentang
Tata Kerja Tuha Peut Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 8,
Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor
rr2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN
2OT2 TENTANG TATA KERJA TUHA PEUT DALAM
KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor 9 Tahun 2Ol2 tentalg Tata Keda T\rha Peut dalam
Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun
2O12 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Menetapkan :



Ketentuan Pasal 3 ayat (f) dihapus sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) dihapus
(2) Masa jabatan pengganti antar waktu melanjutkan

sisa masa jabatan anggota tuha peut yang
digantikannya.

(3) Pergantian antar waktu tidak dilaksanakan apabila
sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang
dari 6 (enam) bulan.

(4) Apabila sisa masa jabatan anggota yang akan
digantikan kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (3), maka tidak ada
pengisian dalam jabatan tersebut sampai berakhir
masa jabatan yang akan digantikan dimaksud.

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan dilhokseumawe
pada tanggal 31 Mei 2Ol9 M

27 Ramadhan 1440 H

X eupatr ACEH urARrol[

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Mei 2Ol9 M

27 Ramadhan l44OH

SEKRETARIS DAERAH
KAB N ACEH UTARA,

lrt
DUL AZIZ

Paraf Koordinasi

Kepala Bagian Hukum

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2'

Kepala Bagian Pemerintahan
Mukim & Gampong

o


